GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 4 / 24 / 1 /2021

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR GORONTALOQO,

.bahwa untuk tertib serta lancarnya pelaksanaan kegiatan

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2021, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran,

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
Gorontalo tentang Penetapan Kepala Dinas Kelautan Dan
Perikanan Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada
Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2021;

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Memperhatikan:1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6570);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran  Daerah  Provinsi  Gorontalo Tahun 2016
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
Nomor 09);

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo (Berita
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 75);

Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Nomor B.3553/SJ.5/TU.210/X1I/2020 tanggal 8 Desember 2020
perihal Penetapan Perangkat Pengelola Keuangan Satuan Kerja
Dana Dekonsentrasi.

Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 204/02/VI/2017 tentang
Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
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3. Surat Pengesahan Daftar I[sian Pelaksanaan Anggaran Petikan
Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP-DIPA-032.01.3.310046/2021
tanggal 23 November 2020;

4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan
Tahun Anggaran 2021 Nomor :SP DIPA-032.03.3.319031/2021
tanggal 23 November 2020;

5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan
Tahun Anggaran 2021 Nomor :SP DIPA-032.04.3.319032/2021
tanggal 23 November 2020;

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan
Tahun Anggaran 2021 Nomor :SP DIPA-032.05.3.319033/2021
tanggal 23 November 2020;

7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan
Tahun Anggaran 2021 Nomor :SP DIPA-032.06.3.319034 /2021
tanggal 23 November 2020;

8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan
Tahun Anggaran 2021 Nomor :SP DIPA-032.07.3.319035/2021
tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

: Penetapan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Selaku Pejabat

Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi
Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada

Lampiran Keputusan Gubernur ini.

: Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU bertanggungjawab atas pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

: Untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran,

serta lancar dan tertibnya penatausahaan keuangan maka pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya menetapkan Pejabat
Pengelola Keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2021.

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2021.
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KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2021

a.n. GUBERNUR GORONTALO
WAKIL GUBERNUR,

IDRIS RAHIM

Tembusan :

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Gorontalo
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Gorontalo
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Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo di Gorontalo
. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo
. Masing-masing Yang Bersangkutan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONOTALO
NOMOR : 4 / 24 /) 1 /2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : PENETAPAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

Kuasa Pengguna Anggaran

NO Setket/Kode Setker/Kewenangan Eselon I
Nama/Nip/Pangkat/Jabatan
1 2 8 4
Frogram Dukungen Manajemen Ir. Hj. Sila N. Botutihe,M.Si
1. Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pelaksanaan Tusas Teknis NIP. 19660601 199103 2 006
Provinsi Gorontalo/310046 /Dekonsentrasi . & Pembina Utama Madya/IV D
Lainnya KKP (01) K .
epala Dinas
Ir. Hj. Sila N. Botutihe,M.Si
o Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan NIP. 19660601 199103 2 006
' Provinsi Gorontalo/319031 /Dekonsentrasi Tangkap (03) Pembina Utama Madya/IV D
Kepala Dinas
Ir. Hj. Sila N. Botutihe,M.Si
3 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan NIP. 19660601 199103 2 006
' Provinsi Gorontalo/319032/Dekonsentrasi Budidaya (04) Pembina Utama Madya/IV D
Kepala Dinas
Progpam, Pensawasas Ir. Hj. Sila N. Botutihe,M.Si
4 Dinas Kelautan dan Perikanan Penselolaan Sumber Dava NIP. 19660601 199103 2 006
' Provinsi Gorontalo/319033/Dekonsentrasi & Y Pembina Utama Madya/IV D

Kelautan dan Perikanan (05) Kepala Dinas
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Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Gorontalo/319034/Dekonsentrasi

Program Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan
(06)

Ir. Hj. Sila N. Botutihe,M.Si
NIP. 19660601 199103 2 006
Pembina Utama Madya/IV D
Kepala Dinas

Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Pengelolaan Ruang Laut

Ir. Hj. Sila N. Botutihe,M.Si
NIP. 19660601 199103 2 006
Pembina Utama Madya/IV D

HUKYM

Provinsi Gorontalo/319035/Dekonsentrasi (07)
Kepala Dinas
a.n, GUBERNUR GORONTALO
§ WAKIL GUBERNUR,
IDRIS RAHIM
fo KADIS ASISTEN | SEKDj




